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ilarang mengutip sebagian atau seluruh ka dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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ABSTRAK

=a L

Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan

©

ar@wad Fadillah, (2022):  Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95
-~
o Berbasis Elektronik di Kota Pekanbaru

©

Bunpug eydiS eH

nnbusw Buel

~ Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Peraturan Presiden
afnor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang
§a@m pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan mengalami keluhan dari
‘@é@yarzgat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah
efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
Qe@eriq;;ihan Berbasis Elektronik di Kota Pekanbaru serta apa saja yang menjadi
éﬁktor p(gnghambat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Fentang=Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru. Penelitian
mi bertL;]Jrl:]an untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman yang lebih
‘Repada “masyarakat terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik yang
gjlaksar?ékan di Kota Pekanbaru.

2]

5 Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis
fempiris) yaitu penelitian lapangan (field researchi). Lokasi penelitian ini
gilakukan di Kota Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu
Eendekatan perundang-undangan dan pendekatan histori. Teknik pengambilan
sampel di penelitian ini menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah obeservasi, wawancara, angket atau kuesioner, studi
Eepustakaan. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan yaitu kuantitatif.

S Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Presiden
§Iom0r 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota
Bekanbaru, Jadi dalam pelaksanaannya sistem pemerintahan berbasis elektronik
ﬁwi mas%’ belum maksimal. Hal ini berdasarkan dari penerapannya masih memiliki
gelemahan yaitu terdapat di dalam laporan hasil evaluasi oleh Kementrian
Rendayggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Pan dare hasil evaluasi tersebut belum semuanya dijalankan dengan maksimal dari
aturan I?Eeraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan
Eerbasi&:elektronik. Dan juga masih ada kekurangan dan keluhan dari masyarakat
terhadag. pelayanan publik. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya adalah
yang pértama kurangnya komitmen dari masing-masing organisasi perangkat
daerah ¢OPD), yang kedua adalah masih banyak pegawai di masing- masing
organisasi perangkat daerah (OPD) yang awam terhadap sistem pemerintahan
berbasigelektronik (SPBE), yang ketiga adalah kurangnya tenaga kerja di masing-
masinggmrganisasi perangkat daerah (OPD) yang memahami tentang sistem
pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang keempat kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan yang
kelima gdalah masih belum memiliki kebijakan internal.

V)

=

=t
o
-~

A
Kata kgnci : Efektivitas, Sistem, Pemerintahan, Berbasis, Elektronik (SPBE).
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KATA PENGANTAR

i B
235 EE
8 i—,’- ©
58 =
Q g
:F S
«g g Ruji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat
© E o
ﬁeﬁrlngi_zan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan
o 5
Q a
:’lpéfeno&:am tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian
g5 Z

=]

(=]

a

=

aune:

1 umgi beliau yang akan mendapat syafa’at di hari akhirat kelak.

§kripsi ini berjudul “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
P

18 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Pekanbaru”

ng/bex ynuan|

asil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai

:meduegun SI|

elar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi llmu Hukum Fakultas Syariah

oua
e

n Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis
enyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan

ari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari

23e3S

buk h I yang paling dalam kepada:

1. yahanda Drs. Thamrin Pohan, B.Sc (Alm) dan Ibunda Rahimah Lubis

we[s]

:Jlaquins uexngeﬂuamuep apjwn

ng selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagian

n kesuseksesan penulis.

QI ISE ATUS) O1

apak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Itan Syarif Kasim Riau beserta staf.

Ague;gms;

pak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
SKA Riau, Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H.

awardi, M.Si selaku Wakil Dekan Il, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag
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selaku Wakil Dekan Il Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau,

©

beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama
QO
2

proses perkuliahan penulis.
©

gapak Asril, S.HI., S.H., M.H dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H
élaku Ketua dan Sekretaris Program Studi llmu Hukum yang senantiasa
(=

memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

)
@u Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H., dan Bapak Basir, S.HI., M.H
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%ng telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak
%eluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan kepada
penulis.

Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H selaku Penasehat Akademis penulis
yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan
perkuliahan dengan baik.

Iaapak Kepala Kepustakaan Al-Jami’ah UIN SUSKA RIAU beserta

%ryawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

—
»

gegenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan

-

@n Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
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gapak Deni Hidayat selaku Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis

]

éiektronik Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kota

Jo

Rekanbaru yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan

n

(21|

penelitian dan menjadi narasumber dalam wawancara.
wn

<
10. Bapak Fikri Syahputra Seksi Pelaksana dan Tata Kelola Sistem

Eémerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik,

nery wis



AV VYSAS NIN

JoiU

&

)

5

2 il

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z
‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e
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£ ©

% penulis untuk melakukan penelitian dan manjadi narasumber dalam
: B2

o wawancara.
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§11. Abang, kakak, dan adik saya Fuad Muammar, Tami Meisarah, Antya Laili
2y

[

2 [Nasywa serta paman saya Fatwarizal Lubis yang telah memberikan doa
3 ~

«Q

g %n support kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bue

[y
N

.é%lsangan hidup saya Windi Wulansari yang telah memberikan doa dan
(7))

sfjpport kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Py

13. TEeman-teman yang sama-sama berjuang di llmu Hukum angkatan 2018
khususnya di Ilmu Hukum-l dan Hukum Tata Negara-B, yang telah
menemani serta membantu saya selama dikampus.
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enulisa?r:i skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat
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penulis ﬁarapkan demi kesempurnaan skripsi ini.Akhir kata semoga skripsi ini

-t

bermanfgat bagi penulis dan pembaca sekalian. Allahumma Aamiin.
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Penulis
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(=
S T

UIN SUSKA RIAU
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capan yang dengannya pikiran batin diungkapkan. Jika diartikan secara harfiah,

knologi berarti kata-kata atau wacana tentang cara memperoleh sesuatu.*

Eh Jﬁ
=:())
\/ﬂ BAB I
~T ©
ge o~ ko PENDAHULUAN
o 0 = ®
2038
ea2Pb =
£ £ A.ElLatar Belakang Masalah
o o 2 ©
3 =T —
= ‘§,§ Bi era modern seperti sekarang ini, teknologi ada dimana-mana. Selama
QO O 3
Y (2] = J—
g §e§ahurj;tahun, teknologi telah mengubah dunia dan kehidupan sehari-hari
“;i- ¢ c
8 @@us@ Munculnya teknologi memungkinkan manusia untuk dapat menciptakan
322 B
§ §lat dam sumber daya yang luar biasa yang memungkinkan informasi dapat
= (7))
= c o
@ %iakses%anya melalui ujung jari manusia. Kata teknologi sendiri berasal dari dua
s 22 e
)
‘g kata Yuhani yakni techne dan logos. Techne berarti seni, keterampilan, kerajinan,
B =
Q0
c éara atau sarana yang dengannya sesuatu diperoleh. Logos berarti kata atau
2
»
%
&
Y
S

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e
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Salah satu pemanfaatan terhadap teknologi informasi dan komunikasi pada

om ue

idang _pemerintahan yaitu berupa SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis

o)
lektromik). Pengertian SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah

»

MimmeAu

emangatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan

qunsue

P-3)

epada gengguna SPBE.? Dan juga pengertian dari SPBE adalah pemanfaatan dari

< . : I :
teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk membantu
2]

menyediakan pelayan publik serta informasi.’

LY

n
Sistem pemerintahan berbasis elektronik diatur di dalam Peraturan

V)
=

@:ergie Joanda Kaunang, dkk., “Konsep Teknologi Informasi”, (Medan: Yayasan Kita
Menus, 2821), h.1.

ZPasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.

% Riris Katharina dan Robert Na Endi Jaweng, “Pelayanan Publik Dan Pemerintahan
Digital I@"onesia ”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), h. 94.

nery
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%

‘/are3|den Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

~T O
EI%(trom'k. Alasan dibuatnya peraturan ini dikarenakan pemerintah menyadari

W

s Z

éeétmg&ya peran SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) untuk
23 ©

‘E]eg]dukﬁng semua sektor pembangunan.

25 3

§ § tfpaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah
=. Q

) .C (=

aeﬂgang menerbitkan  peraturan  perundang-undangan  sektoral  yang
o 5

(= @ oW

(2] r . . .
glengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh
c

E‘n ken‘l‘énterlan lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE
2

2 =

§ecara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan

@piul S

PBE yang sangat bervariasi secara nasional.

Dijelaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
entang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE (Sistem Pemerintahan

erbasis Elektronik) dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan,

pogeywRHieousw edu

X ue

esinampungan, efisiensi, akuntabilitas, interopabilitas, dan keamanan. Dengan

anoAu

V)
danya ESPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) diharapkan akan
ening@atkan kualitas pelayanan pemerintah, memperbaiki proses transparansi
.
an akgrntabilitas dikalangan penyelenggara pemerintahan dan mendorong

Pt v

quung ue)

QD

<
partisip&si masyarakat. Dan juga Sistem pemerintah berbasis elektronik memberi
peluanfuntuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang

LY

terbuka;mpartisipatif, inovatif dan akuntabel.

BE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini juga untuk

e&%ue;[

mewujugtkan dalam upaya modernisasi di pemerintahan. Penerapan Sistem

A
Pemerirﬁahan Berbasis Elektronik yang tengah digulirkan pemerintah, tidak

nery w
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0ic

ekadar aplikasi semata, lebih dari itu merupakan sebuah upaya untuk melakukan

©
erntsa5| pemerintahan.Modernisasi adalah proses keterbukaan terhadap

=1L
Ben

e bahan dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang lebih memberikan

auswrduele

16Tpulg eydi

2 pakm positif terhadap kehidupan baik individu dan/atau masyarakat.
3

ernisasi pemerintahan dapat dilakukan dengan mengubah cara pandang tata
-~

@s dn
-5u®.ln 1

exelbe

ella gari sebelumnya terfokus pada pemerintahan menjadi berfokus ke

Buepgn)

QD

syardkat.*
w

Bi dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dijelaskan

|nerjacdar| SPBE meliputi beberapa bidang antara lain bidang kegiatan

IR eliey yniniss ney

emerintahan, teknologi dan informasi serta layanan. Di bidang kegiatan

emerintahan ruang lingkup SPBE meliputi rencana induk SPBE, proses bisnis,

Aeousdm EdU'%IU! Sl

ggaran dan belanja SPBE serta data dan informasi elektronik. Di bidang

knologi dan informasi, SPBE meliputi penyediaan pusat data terpadu, jaringan

Guep geywn

Hitra pemerlntah sistem penghubung layanan pemerintah, aplikasi layanan SPBE

rta kﬁmanan informasi pemerintah. Sementara di bidang layanan, SPBE

Ll

eliputg layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan

'mqwns_:yemngge/(ua

ublik Qgrbasw elektronik.’

AlU

Bijelaskan di dalam Rencana Induk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun

s

2018 Teéntang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dalam kondisi saat ini

S’

Kebijakan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) tersebut

el

= bt

memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk

TiedAg

T Website https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tidak-sekadar-aplikasi-spbe-
upaya- mcmernlsam -pemerintahan, Diakses pada tanggal 27 juli 2022 pukul 23.00 WIB

% Website https://pesisirbaratkab.go.id/spbe/tentang, Diakses pada tanggal 18 oktober
2022 pukgl 14.00 WIB

nery
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)

‘%

Tt

I
=

fueeyg L SB:
dﬁ?H

ge;dl

0/d

D

ngembangkan SPBE sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta
a| Q‘:ngan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Berbagai penerapan SPBE

ddhasnkan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dan memberi

'C

rlbm elisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun
3

ikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat
-~

mpuijl

pdusw
=2

Buepgh-ﬁugun 16

0

gzs dy

e

eaelbe

gam;antar instansi pusat dan pemerintah daerah.

nej

Efal ini mengindikasikan adanya permasalahan- permasalahan dalam
(7))

ngemgangan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) secara nasional.
Py

rmasaiahan pertama adalah belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu secara

ry/uesg.{mmas

gdl S|

asional. Permasalahan kedua adalah SPBE belum diterapkan pada

medue

enyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara
enyeluruh dan optimal. Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh yang
uat terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan ketiga adalah jangkauan infrastruktur TIK (teknologi

wn
forma&‘i dan komunikasi) ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat

MinggAusw uep urmwnugoua

ang bglum optimal. Infrastruktur TIK khususnya jaringan telekomunikasi

sk

erupaRan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna.

-lggun

Tingkatggffektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna
terhadaé’Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi. Permasalahan keempat
adalah E“eterbatasan jumlah pegawai ASN (aparatur sipil negara) yang memiliki
kompetgwsi teknis TIK. Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman

9]
kompeténsi teknis yang memadai.’

D AL

?

wRencana Induk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.

nery v
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®

)

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem

uep!
3Z1eH
@@

erintahan Berbasis Elektronik, kondisi yang diinginkan SPBE (sistem

ereri han berbasis elektronik) merupakan upaya berkesinambungan dalam

urBue.e|

Thpuig eyds
3 ﬁ-l wa)dl £>| =

bangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

S dgr:(;;ﬁue

%un 16

hir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai

exelbe
Buepgn-6u

e rpa&;an SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,

a3 ne)

>

a keté’hubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(7))

§i dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

rRHeliey ynin|

entangg&stem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dilaksanakan dengan

rinsip efektivitas, efektivitas sebagaimana dimaksud merupakan optimalisasi

Qlu! S|

emanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai

o edu

ngan kebutuhan. Oleh sebab itu SPBE harus dilaksanakan dengan efektif sesuai

@eywingeou

dalam peraturan tersebut. Tujuan SPBE adalah, mewujudkan tata kelola

emerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mewujudkan

NTogaAuamu uep

V)
elayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan mewujudkan sistem

emerirﬁahan berbasis elektronik yang terpadu.

ﬁamun Di Kota Pekanbaru layanan berbasis elektronik masih banyak

ws ue

.18q

dikeluh&an masyarakat karena masyarakat cukup kesulitan untuk bisa masuk
<

mengakses ke sistem online tersebut. Untuk Website resmi pemerintahan Kota
»n

Pekanb%u adalah www.pekanbaru.go.id. Website tersebut adalah untuk layanan
~

dan inf@masi di Kota Pekanbaru. SPBE adalah program kerja yang melibatkan
V)

seluruh;(;)PD (organisasi perangkat daerah) yang dilingkup pemerintah daerah.
V)
Karena §'PBE adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik jadi untuk website

nery v
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Tt

)

3
g,'al

)

(organisasi perangkat daerah) dijalankan sesuai dengan kebutuhan OPD

£ ©

iganisasi perangkat daerah) dan dijalankan masing-masing.

g O
2
Dengan adanya SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses
©

RS pgmerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Bughun 188npuina ey

ngg;;::akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh

(=
a m@ghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja

Buepdn-

. O
il (=
»

Es nejgouelbeges dipbusw buelemy °|

>
Q
=

2
P%amun sementara itu, Pernyataan dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau

Iz eAsey) ynun

ariyanto yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi,

formatika, dan Statistik Provinsi Riau Erisman Yahya menyampaikan bahwa

extul s

w edu

endampingan teknis penerapan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik)

ngat dibutuhkan. Mengingat pada saat ini masih banyak terdapat kelemahan

B LINRROUS

alam penerapan SPBE di lingkungan pemerintah Provinsi Riau serta

suxuep

abupaten/kota di bawahnya.’
w»

> -+
E’} %Tabel I.1. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau
X >
No. Nama Instansi Indeks Predikat
SPBE
¢ 1. | Pemerintah Provinsi Riau 2,55 Cukup
= |
2. ;ED Pemerintah Kab. Kampar 1,67 Kurang
3. .| Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 1,77 Kurang
4. "; Pemerintah Kab. Pelalawan 1,38 Kurang
5. £| Pemerintah Kab. Rokan Hulu 1,78 Kurang
6. g Pemerintah Kab. Siak 1,90 Cukup
wn
<
=
=

Website  https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tidak-sekadar-aplikasi-spbe-

upaya-matglernisasi-pemerintahan, Diakses pada tanggal 18 oktober 2022 pukul 17.00 WIB

nery WRise
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o
)

(=
il
7. Pemerintah Kab. Kuantan 2,96 Baik
— & 9 singingi
= o = B
S g,'8. = Pemerintah Kab. Kepulauan 1,19 Kurang
=
S 2 2| Meranti
o 3 -
3 £9. 7| Pemerintah Kota Pekanbaru 2,17 Cukup
=
gjo. 3 | Pemerintah Kota Dumai 2,56 Cukup
§u§1ber§e Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
) & C birokrasi Republik Indonesia nomor 1503 tahun 2021
L a =
:%8 lndeks SPBE, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat
@ (=
éelaksa?n}aan SPBE secara keseluruhan. Skala indeks bisa dilihat dari tabel di
&
Bawah ifi.
— QD
= e
= Tabel 1.2. Predikat Indeks SPBE
g
No. Nilai Indeks Predikat
& 1 4,2-5,0 Memuaskan
5 2 35-<4.2 Sangat Baik
g 3 2,6-<35 Baik
g 4 1,8-<26 Cukup
B 5 <18 Kurang

AUD

umbergrhttps://blog.gamatechno.com/evaluasi-spbe/

AInga

(1%
Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan Kementerian

[

V)
ANREE (pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi) tahun 2021,
(2}

uJgs ue

19q

indeks §PBE Provinsi Riau adalah 2,55 dengan Kkategori cukup.® Dan Kota
Pekanbgr_u indeksnya adalah 2,17 dengan kategori cukup. Begitu juga di
kabupaéhn/kota menunjukkan indeks SPBE pada kategori cukup, bahkan masih
ada yang kurang.? Oleh karenanya hal tersebut belum berjalan dengan maksimal

dan per;tu dibenahi bersama, untuk mewujudkan tujuan dari SPBE tersebut.

=~ Website https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tidak-sekadar-aplikasi-spbe-
upaya-mo@ernisasi-pemerintahan, Diakses pada tanggal 28 juli 2022 pukul 00.50 WIB

%Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik
Indonesiaznomor 1503 tahun 2021

Tae
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https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tidak-sekadar-aplikasi-spbe-upaya-modernisasi-pemerintahan
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tidak-sekadar-aplikasi-spbe-upaya-modernisasi-pemerintahan

AV VYSAS NIN

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

pALE

S

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

)

3
g,'al

)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti

éb%gan gebuah karangan ilmiah dengan judul “EFEKTIVITAS PERATURAN

<§F§ESI§EN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM
s

‘é%\ﬂEEINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU”.

g8

c§.§Bat§¢s'an Masalah

3 g gatasan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah

;Eiaﬁya @’rfokus pada efektivitas pelaksanaan yang dilakukan Kota Pekanbaru

= »

%rkait geraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan

éerbasigElektronik.

é; Rumusan Masalah

S

g Dari latar belakang masalah di atas adapun rumusan masalah

éermasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru?
w»

2. gpa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan

ﬁfesiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

M

lektronik Di Kota Pekanbaru?

:Jaquins ueyjingaAusw uep ueywny

Tujwan dan Manfaat Penelitian

O
aIu)

ujuan Penelitian

AHSIDd

1.

Penelitian ini dilakukan secara ilmiah sesuai dengan permasalahan

j[ns jo

diatas dapat memberikan manfaat dengan tujuan diantaranya :
Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun

2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota

nery wisey juifhg
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Pekanbaru.
©)
bQI, Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam
; pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang
E’ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru.
i\%‘ﬁlanfaat Penelitian
; Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini yaitu :
&’ Aspek Teoritis
% 1) Menambah ilmu lebih dalam tentang sistem pemerintahan berbasis
§ elektronik (SPBE) dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam
menerapkan ilmu yang telah diperoleh
b. Aspek Praktis

1) Bagi penulis
Menambah pengalaman dan pengetahuan serta pemahaman dalam
pengaplikasian langsung ke lapangan tentang apa saja yang
diperoleh teori-teori pada saat perkuliahan.

2) Bagi masyarakat
Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada
masyarakat khususnya masyarakat di Kota Pekanbaru tentang
sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintahan.

3) Bagi pemerintah

Sebagai tambahan masukan dalam melaksanakan kebijakan

nery wisey JireAg uejng yo AJISIdATU() dTWE[S] 3}e}§
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95 Tahun 2018 Tentang Sistem

Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan

khususnya tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik

sebagaimana mestinya yang dijelaskan dalam peraturan tersebut.
kontribusi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang efektivitas
Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru serta dapat
menjadi rujukan dalam penelitian yang sama sebagai generasi

Peraturan Presiden Nomor

Aspek akademis

(]
>
[
c
©
o
(B}
©
()
¥4
au

© Hak%ipta milik UIN Suska Ri State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

T
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'w £

By

UIN SUSKA RIAU

/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
! _c“ﬂv 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
<) (=
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TINJAUAN PUSTAKA

angka Teoritis

ori Efektivitas Hukum

Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji
kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara
yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.'
Penelitian efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas
bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat
bermanfaat dan relavan di negara negara berkembang seperti
Indonesia.™*
Tujuan Efektivitas Hukum

Tujuan pokok hukum pada dasarnya adalah menciptakan
tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan
keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan hukum yang
ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur
keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk
sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu
dikemukakan oleh Jeremy Betham yang menegaskan bahwa suatu
hukum diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang

sebesar besarnya bagi sebanyak banyaknya orang.

usa

nery

Zainuddin Ali, “Sosiologi Hukum ”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 62.
"Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.31.
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Manfaat Efektivitas Hukum

C.
-3 © . .
gg o Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting
a8 =
§ ; : karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu
23 ©
«g g & organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa
é = i efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-
©a P g Y J
© 5 =
Q a ] . . . ]
S & C aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang
Q o
T o Z )
= @  telah ditetapkan sebelumnya.
o) (=
s . .
S 2. ﬁeon Sistem Pemerintahan
x
QO
§ g Pemerintah merupakan struktur politik kongkrit yang paling
= c
(7)' - 12 - -
5 penting dalam pengeleloaan negara.” Dalam berbagai aspek kehidupan,
o)
§ kita kerap dihadapkan dengan terminologi-terminologi yang berkaitan
3
g dengan sistem. Kita mengenal sistem Kketatanegaraan, sistem
QO
>
S’ pemerintahan, sistem politik, bahkan pula sistem dalam spektrum yang
x
Q
% lebih aplikatif seperti halnya sistem informasi, sistem mekatronika dan lain
>
> sebagainya
= s
4 ® Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema,
5 2
§ glengandung arti  sehimpunan bagian atau komponen yang saling
=
_‘3 berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan.'® Pengertian
=]
§istem, sistem juga bisa berarti tatanan, metode, kebiasaan ataupun prinsip.
-t
2]
Ontuk mencapai tujuan sistem, sistem-sistem tersebut secara bersama-
Q
=2 ; 14
i&ma saling berhubungan.
§ Pamudji juga menjelaskan definisi sistem sebagai suatu kebulatan
wn
¥ Muhtar Haboddin, “Pengantar Ilmu Pemerintahan”, (Malang: UB Press, 2015), h.2.
B Marwono, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, (Malang: Inteligensia Media,
2021), h.44,

- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, “Sistem Pemerintahan Indonesia”,

(Yogyakasta: Deepublish, 2018), h. 1.
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atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau
©)
perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan
QO

g_r;au keseluruhan yang kompleks dan utuh.*®

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan

w eyd

aleh negara dalam menyelenggrakan kesejahteraan rakyatnya dan

A

%pentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang

fﬁmya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-
»
%gas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem
éémerintahan adalah pembagian kekuasaan serta hubungan antara
lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara
itu, dalam rangka kepentingan rakyat.

Menurut CF Strong, pemerintahahan dalam arti luas mempunyai

kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan negara.'®

Menurut Roy C Macridis dan Bernard E Brown sebagaimana dikutip
w»

glluhtar Haboddin mengartikan pemerintahan adalah tindakan kehendak

Ll

ﬁang dapat mengubah kebijakan. Karena itu tugas pemerintahan adalah

-

engidentifikasi masalah dan mencarikan pemecahannya.'’

u

ct

%’ Fungsi dari sebuah pemerintahan dapat ditentukan oleh
éérundangan-undangan dan hukum yang berlaku dalam sebuah negara.
é?dapun pemerintah sebagai lembaga adalah kesatuan dewan-dewan yang
gitugaskan untuk melakukan wewenang dan badan-badan hukum yang
gsuai dengan perundangan yang berlaku dalam negara tersebut.

;lbid., h. 2.

£ Ibid., h. 4.

Y'Fathur Rahman, “Teori Pemerintahan”, (Malang: UB Press, 2018), h. 3.
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Fungsi pemerintah di dalam suatu negara sangat penting. Jika

©

pemerintah tidak berfungsi dengan baik, akan berpengaruh besar terhadap
QO
2

kestabilan suatu negara. Oleh karena itulah, pemerintah harus dipegang
©

—

gleh orang-orang yang mengerti benar mengenai fungsi pemerintah
tersebut. Salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat dan
(=

menetukan berbagai kebijakan publik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang

BYSNg

pembentukan peraturan perundang-undangan memungkinkan fungsi
0]
pemerintahan membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat

umum, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
Daerah, dan peraturan-peraturan lain untuk mengatur kepentingan umum
di luar undang-undang dan Peraturan Daerah.'®

Sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik

@ng berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar

-
()

Pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Menurut Sarundajang, sistem
V]

=
pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan.

Hal tersebut didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah

SIdATUN)

peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk
S

(0]

pemerintahan, yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana
=
gubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya.™

wn
Eebagai akibat perkembangan zaman maka terjadi pergeseran konsep

¥ Muh Nur El Brahimi, “Bentuk Negara dan Pemerintahan RI”, (Jakarta: PT Balai

Pustaka Pérsero, 2010), h. 7-8.

Sop.cCit, h6.
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negara hukum, yakni konsep negara kesejahteraan untuk terlibat langsung

©)
dalam proses pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.®
QO

=

Peori Kebijakan Publik

Pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik

alah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah.

NEN 1w eid

engapa suatu kebijakan harus dilakukan, dan apakah manfaat bagi

hidupan kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik.

d BXYSHES

Kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya
één berdampak kecil, dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang
merugikan, walaupun demikian, pasti ada yang diuntungkan dan ada yang
dirugikan. Disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam
menetapkan suatu kebijakan.

Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan
&Jblik yaitu, suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus

&itaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan

I

éiberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan

DIU

sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai

=]

ttigas menjatuhkan sanksi

-t

2]

< Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana Kkita pahami
Q

@bagai kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik ini dapat diartikan suatu
=

E‘ukum. Tidak hanya sekadar hukum, tetapi kita harus memahaminya
%’ecara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan
a

=

5 Dody Nur Andriyan, “Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik”, (Yogyakarta:

Deepubligh, 2016), h.44.

U
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dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi
©
kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh
QO

Para pejabat yang berwenang.?

Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu

A ejd

bijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi

eraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, termasuk Peraturan daerah

|

aka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus

taati.?

Menurut Said Zainal Abidin kebijakan publik biasanya tidak

d exgEns3ain

Bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis.
Oleh karena itu, kebijkan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk

kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.?

4. Teori Hukum Administrasi Negara
Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur
wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan
melindungi  hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan
o)
femerintahan. Menurut Rene Serden dan Frits Stroink, yaitu bahwa
1]
gukum administrasi negara berhubungan sangat erat dengan hukum tata
.
pegara.”*
2
= Menurut Prajui Atmosudirdjo, ada enam ruang lingkup hukum
-t
2]
aministrasi negara, yaitu:?
=4
»n
=
E{Uddin B.Sore dan Sobirin, “Kebijakan Publik”, (Makassar: CV Sah Media, 2017), h.
8.
E1bid., h. 9.
2 Ibid., h. 10.
# Riawan Tjandra, “Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018),
h.1-2. R

% Darda Syahrizal, “Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara”,

(Yogyakasta: Medpress Digital, 2013), h. 9-10.
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1) Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari
® administrasi negara
12) Hukum tentang organisasi negara
23) Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama
o Yang bersifat yuridis
o4) Hukum tentang sarana-sarana adminstrasi negara terutama mengenai
o kepegawaian negara dan keuangan negara
35) Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah
=6) Hukum tentang peradilan administrasi negara
=t

Asas-asas pemerintahan yang baik yaitu, asas larangan

NIN

Kesewenang-wenangan, asas larangan penyalahgunaan wewenang atau

S

Qrangan, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas
géterbukaan, asas  proporsionalitas, asas profesionalitas, asas
akuntabilitas.?

Pemerintahan daerah adalah berkaitan dengan kewenangan yang
dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya.?’ Desentralisasi
adalah suatu pemencaran fungsi negara kepada pemerintahan lokal untuk
berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi). Pemerintah lokal
gang memiliki otonomi ini menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan
%gas dan kewenangan yang secara terperinci diserahkan oleh
=
E:émerintahan pusat. Desentralisasi merupakan sebuah bentuk pemindahan
%‘nggung jawab, wewenang, dan sumbersumber daya (dana, individual,
<

éan segala sumber daya lainnya) dari pemerintah pusat ke level

Qo
pemerintahan daerah.”®

h.24.

I Nyoman Gede Remaja, “Hukum administrasi Negara”, (Singaraja: Buku Ajar, 2017),

Tefx|uejn

#Husni Jalil dkk, “Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus”,

(Makassars CV. Social Politic Genius, 2017), h.7.

h.15.

%_Obsatar Sinaga, “Otonomi Daerah & Kebijakan Publik”, (Jakarta: Lepsindo, 2010),

I
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Dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekosentrasi dan

©

desentralisasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan oleh pemerintah
QO

2
kepada daerah otonom. Berdasar asas ini, pemerintah menetapkan
©

kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro
3

Beserta implementasinya.?®

=
geraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
g’emerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya

0918 eys

smgkat SPBE adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan
layanan kepada Pengguna SPBE.*°

Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE
dikenal dengan istilah E-government atau Electronic Government.
g SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi :
1§ Government to Citizen (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan

2 pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat
A memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan

ru

E masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari
<" berbagai informasi mengenai pemerintahan.
2& Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan

= pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi

o yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan
tUJuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari

: kalangan pebisnis.

39: Government to Goverment (G2G) ialah sebuah tipe dari hubungan

w pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar

» dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara

A3

A

Jux

%Nl matul Huda, “Hukum Pemerintahan Daerah”, (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 14.
% Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronils.
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0ic

pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk
® memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara
T pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.
4y Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan antara
o pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para
© pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan
o kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah
3 satu institusi pemerintah.
5% Government to Non-Profit (G2N) ialah sebuah tipe hubungan antara
;pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO,
— Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau
< institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan
lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan
wewenangnya masing-masing.

Buepun-Buepun 16unpuiig e3d1d ¥eH

SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip :*

~nely eysng

Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang
mendukung SPBE.

3) Kesinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana,
bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

4) Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang tepat guna.

5) Akuntabilitas. merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban
dari SPBE.

6) Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses
~ Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data,
o . -

— informasi, atau Layanan SPBE.

7§- Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian,
_dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung

N
~

JJaquuns ueyingaAusaw uep ueywnyuesusw eduey Ul sin} eA1ey yninjes neje uelbeqes diynbusw Buele|iq ‘|
[N
Tul

® SPBE.
S
a. g'Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
-t
2]
= 1) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan
Q
5 SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar
=
©  Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
wn
é a) Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan
=
=
% Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik.
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Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang

mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem

koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan

untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan

mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam

pelaksanaan SPBE.

Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan

sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang

terpadu di dalam dan antar Instansi Fusat dan Pemerintah

Daerah adalah:

1) Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi
SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

2) Membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur
SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah; dan

3) Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi
di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

2) Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.

a) Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan

semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro,
kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan
Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan

kebijakan SPBE yang terpadu.
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2 il

b) Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang

I ©
% e menyeluruh dan terpadu adalah:
g O
; : 1) Meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah
5 © Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan
§ ® pelaksanaan kebijakan SPBE;
c 3 2) Melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi
a [= SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala
& [& daerah; dan
g = 3) Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara
s = nasional.*
@ »

c

b.2Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

e

A1) Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna

©

SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

a) Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan
membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk
mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat
termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan
khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan

kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya

bagi masyarakat.

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

b) Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang
berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang
partisipasi masyarakat adalah:

1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan
SPBE terpenuhi; dan

2) Membangun portal pelayanan publik dan administrasi
pemerintahan.

M JIieAg uejng jo AJISIdATU) dIWE[S] 3)elS

A

%_ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektroniks
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2) Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan

a) Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis
dan  berkesinambungan  untuk  meningkatkan efisiensi
pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada
pengguna SPBE.

b) Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE
yang berkesinambungan adalah:

1) Melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

2) Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang
tepat guna dan tepat sasaran.®

6. Teori Good Governance dan Clean Governance

Pengertian Good dan Clean Governance

Good and Clean Governance memiliki pengertian segala hal
yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat
mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk
mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di
Indonesia, good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan
yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan
negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta
ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan
masyarakat. Sedangkan clean governance atau pemerintahan yang
bersih adalah pemerintahan yang efektif, efesien, transparan, jujur, dan

bertanggung jawab.*

3

h

Elektronil&

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

- Sudiro, “Pemerintahan Yang Bersih: Antara Asa dan Realita’”,\/0l.3 N0.3 (September,

2017), h.2.

3|



AV VYSAS NIN

JoiU

&

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

5

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

)

JJaquuns ueyingaAusaw uep ueywnyuesusw eduey Ul sin} eA1ey yninjes neje uelbeqes diynbusw Buele|iq ‘|

0

£
)

Buepun-Buepun 16unpuiig e3d1d ¥eH

oneiy eysng NIN Y!lw ejdio yeH @ &

JeAg uelng yo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)}§

23

Konsep — Konsep Good dan Clean Governance

Penyelenggaraan pelayanan publik masih sangat dipengaruhi

oleh subjektivitas, baik yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan

publik, sehingga upaya pengembangan pelayanan publik harus

diselenggarakan dengan memerhatikan prinsip-prinsip yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Transparansi/keterbukaan (transparency)
Akuntabilitas (accountability) pelayanan publik
Responsivitas (responsiveness) pelayanan publik
Keadilan (fairness) yang merata

Efisiensi dan efektifitas (efficiency dan effectiveness)
Partisipasi (participation) dalam pelayanan publik®

Manfaat Adanya Good dan Clean Governance

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Mendorong tercapainya kesinambungan pemerintahan melalui
pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi,
akuntabilitas, responbilitas, independensi, serta kesetaraan dan
kewajaran.

Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial
masyarakat.

Meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus
investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang
berkesinambungan.

Berkurangnya praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di
birokrasi.

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan
yang bersifat efektif, efisien, transparan, profesional, dan
akuntabel.

Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang
bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau
golongan masyarakat.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan pelayanan publik.

Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah.*

n

te]

Farid Wajdi dan Andryan, “Hukum dan Kebijakan Publik”, (Jakarta Timur: Sinar

Grafika, 2821), h. 180.
%_ Deli Bunga Sarasvitha. Dkk, “Pendidikan Kewarganegaraan”, (Bandung: Widina
Bhakti Pesada Bandung, 2022), h. 241-242.
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(=
il
. Penelitian Terdahulu
g © . : :
% = Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan
T [0
y
gdancacuan Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini.
3 ©
§Mab@adalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian
c 3
[
S

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

o

er daﬂulusebagai berikut:

(=
. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, (2015), Aditya Wijaya, berjudul

6ue&1n-6

S

SPenerapan E-Goverment di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
a}lpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
ééngembangan E-Government) .

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini
adalah sama-sama meneliti tentang pemerintahan berbasis elektronik. Dan
yang menjadi perbedannya adalah penelitian penulis membahas mengenai
efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik Di Kota Pekanbaru,
s(gdangkan penelitian terdahulu ini khusus membahas penerapan dari E-

Lol

V)
@overnment di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, di dalam hasil

IS]

genelltlannya lebih membahas upaya dan solusi pelaksanaan Kota
marang untuk meningkatkan dari e-government, dan juga peraturan

ng dipakai berbeda, penelitian penulis menggunakan Peraturan Presiden

Isrgznufgmu

Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,

Jo

§8dangkan penelitian terdahulu ini menggunakan Inpres Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
wn
<
Government Dan juga lokasi penelitian dari Aditya Wijaya berbeda yaitu

m Kabupaten Semarang.
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Skripsi, Universitas Islam Malang, (2021), Rivaldy Lisyardo Putera,

©

berjudul “Peran SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) dalam
QO

=
mweningkatkan pelayanan perkara di pengadilan agama mojokerto ™.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini

w eyd

|

adalah sama-sama meneliti tentang sistem pemerintahan berbasis

A

gektronik. Dan yang menjadi perbedannya adalah penelitian penulis

&%embahas mengenai efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik
(7))

Bi Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu ini khusus membahas
Py

Eéran SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) dalam
meningkatkan pelayanan perkara di pengadilan agama mojokerto. Di
dalam hasil penelitiannya lebih membahas pelaksanaan peraturan dari
SPBE ini untuk meningkatkan pelayanan perkara di Pengadilan Agama.
Dan juga lokasi penelitian dari Rivaldy Lisyado Putera berbeda yaitu di

Pengadilan Agama Mojokerto.
w»

%kripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2021), Septi Faradiba

Ll

§aepu| Najwar, berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan
5

-

Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pelayanan Publik Di Era New Normal

un

@tudi Kasus: Dukcapil Smart Bantul) .
Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini

alah sama-sama meneliti tentang sistem pemerintahan berbasis

[ngjo A3rsx

)

glektronik. Dan yang menjadi perbedannya adalah penelitian penulis

S

embahas mengenai efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik

-

I

gi Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu ini khusus membahas

nery wis
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n pada skripsinya membahas faktor pendukung dari SPBE. Dan juga
asi penelitian dari Septi Faradiba Saepul Najwar berbeda yaitu di

pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
ntul.

X
odla _Aw_cﬁm milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

/\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

u__._..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
AUW.. .nv a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

=
unsusanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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=:())
‘/n BAB Il
~T O
% g:; T METODE PENELITIAN
SS2E &
§ g 3 Metode penelitian adalah sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan
=85 o
§ gkﬁfitas_;penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan. Misalnya, ilmu-
3 I =
o =
§ cﬂﬂij natural,mampunyai karakter penelitiannya sendiri mengikuti karakter
— L A =
= SHe =
i Eeg'muaz ke-alaman secara genus, dan secara spesies karakter bidang studi
[0} C a w
O %]
% %)esialiﬁwa masing-masing.” Empiris, berarti sesuatu dengan cara yang
= c -
«Q =
§ glakukg@ itu, dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain pun dapat
QO -—
(8 9-). Q 38
< 2 fengamatinya.
B =
QO 3
C2E Prof. Peter M, mengemukakan bahwa berdasarkan pandangan dan
Z=3
‘5’,’ éengertian yang telah dikemukakan oleh para penulis, maka dapat dikatakan
50 3
2 Eenelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-
=

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

rinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

p u=jwn

gihadapi.Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau
E:onsep §aru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.*

§ ggar dapat mudah diketahui dan dikaji dalam menganalisis suatu
éermas%ahan, penulis menggunakan metode metode yang bersifat ilmiah. Metode

yang d@makan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.
()

A. Jeﬁs dan Sifat Penelitian
<

Balam penelitian ini jenis data yang akan digunakan adalah penelitian
»n

=
hukum §mpiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa

€Ag u

= Nurul Qamar, et.al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), (Makassar:
CV.SocialPolitic Genius (SIGN), 2017), h. 2.

%1 Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta:
Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 5

&' Ibid. h. 13.

nery
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%

dlsebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.
_\ I @
gelltlgm hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni

o
2= B
@at_g yaag diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan
3 ©
egalums)enelltlan lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi),
3

Sugun 16

ancara, ataupun penyebaran kuisioner.
-~

Eenelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat

Buepun-

ir

@D

alls%glkan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku

PYNINE= neje uelbegos dn@uew

apun fpenelltlan terhadap identifikasi hukum.*® Sifat dari penelitian ini yaitu

W)
3 2
éeskrip@f, memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian.
5 N
B. Lokasi Penelitian
5
F Dalam penelitian ini penulis akan meneliti di daerah Kota Pekanbaru
= |
o
v}
Brovinsi Riau. Adapun karena Kota Pekanbaru sedang dalam upaya meningkatkan
3
sistem pemerintahan berbasis elektronik tetapi masih belum berjalan dengan
5
aksimal.
graKsimg
3 = "
€. Pendekatan penelitian
5 @
Z Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 pendekatan yang digunakan
3 e
o (o)

ao

alam penelitian hukum, yakni :

ATU

Pendekatan kasus (case approach)

Bendekatan perundang-undangan (statute approach)
‘Pendekatan historis (historical approach)
Fendekatan perbandingan (comprative approach)
Bendekatan konseptual (conceptual approach)

e
-

Bedekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan
wn

arwONE

<
perunda@l‘g-undangan (statute approach) dan pendekatan histori (historical

L
g_Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Depok: Erenadamedia Group, 2016), h. 150.

nery
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)

3
g,'al

)
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proach). Pendekatan perundang-undangan merupukan pendekatan yang

dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu

B o

uk

Sueieigy °|
BeH

ukum tersebut.

digye

endekatan histori merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat

-Budfun !Bunpumg‘md!
w m

u permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta
~

e

PEA

em%ngan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.

Bue

Popﬁlasi dan sampel
(7))

3 ynin|gy ne;ecmegﬁe@s diynBusw

E;opulasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan menurut
Py

ugiyonié pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

rgeAe

egn S

yek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

leh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.**

ucedu

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang

dah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya. Menurut

P U@lUJI'uUEOUQ

oekidji sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang
w»

teliti gan dianggap mewakili seluruh populasi.** Pada pengambilan sampel

sini pﬁnulis menggunakan teknik random sampling untuk sampel masyarakat.
=

-

ugoe

Jgguins @2)Ing@4us

andon?ésampling merupakan dilakukan jumlah sampel dalam populasi besar atau

=]
banyak,g'yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel

-t

dalam sgiatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi

(=]
anggotagampel.
f =

11eg uej|

1smail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat
Cendekiap2019), h. 91.
Z'Ibid. h.94.
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b =
(=
)
Tabel . I11. 1. Populasi dan Sampel

- G
% - Responden Populasi Sampel | Presentase | Keterangan
D
g8 | B
2 o [Kepala bidang
§ 5 SRBE dan Seksi
gjg Pefaksana, dan Tata 2 Orang 2 Orang 100% Wawancara
© c [Kelola SPBE
© 2 Diskominfotiksan
o =
§Z§ Masyarakat 14.406 Orang 270 Orang 1,88 % Angket
& &  ZJumlah 14.408 Orang 272 Orang
c @ )

e

c >

el

Y

<2 2

Q

4

2]

g

2 43
rang.

Brang

Lol

:Jaquuns ueyingaAusw uep @eywnjuesuspy ed

mber;c,i olahan data penelitian 2022

Sumber data penelitian

ari data primer dan data sekunder.

gasalah yang akan diteliti.

%ntuk pengambilan sampel menggunakan rumus dari Issac dan Michael.
ang mana dalam rumus tersebut dalam penentuan jumlah sampel berjumlah 270
Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri

a. I(%ata Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke

” - -
Fpangan dengan melalukan observasi, wawancara dan angket mengenai

b. éata Sekunder, yaitu data yang diambil dari peraturan perundang
=]

éﬁdangan, peraturan pemerintah, buku buku, jurnal, dan informasi yang

Berkaitan erat dengan penelitian ini.

Qo

n

Tekiik pengumpulan data

Feknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
wn

i <
meliputk:

M J

8

2013), h.&/.

3|

o Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
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Obsevasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan

s © . » L »
c_’; QL?ngsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti
°

3y =

§ digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

3 ©

§2. Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi
¢ 3

2 secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada
3 ~

«Q

S fasponden.

§ Z

2l gfngket atau kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis

(]

berdasarkan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer
Q;xgcara langsung dari responden.

4. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari
buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil

p uejwnigpousw eduey lul siny eAIRY ynunjes neje ueibeges diynbusw Buele|q *|

engolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah
w»

'dapat:l?n sebelumnya (dalam kerangka teori/kepustakaan).

@fusuruie

éalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknis analisis data secara
8
antita;E:if, analisis kuantitatif merupakan menguraikan data dalam bentuk

JZgwns uexn

=]
rumusa;rib' angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti. Pendekatan

-t

kuantitafif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang

=}
terkumpal.*
=

M JriedAg uey|

Is®

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

106.

nery w
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=

BAB V

©

L KESIMPULAN DAN SARAN

=

O

esimpulan
D
Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat disimpulkan :

o

fektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
merintahan Berbasis Elektronik di Kota Pekanbaru, Jadi dalam

laksanaannya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini masih belum

eXENS MIN

maksimal. Hal ini berdasarkan dari penerapannya masih memiliki

e

kelemahan yaitu terdapat di dalam laporan hasil evaluasi oleh Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia. Dan dari hasil evaluasi tersebut belum semuanya dijalankan
dengan maksimal dari aturan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik. Perlu perbaikan pada
Qerbagai kebijakan internal SPBE yang masih kurang. Pada kebijakan
S

Tﬁternal terkait tim koordinasi SPBE masih belum memuat tugas pokok

gels

n fungsi yang tegas dan jelas. Dan juga masih ada kekurangan dan

pag!

Eeluhan dari masyarakat terhadap pelayanan publik.

é.::lktor penghambat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis
%I:ektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru adalah yang pertama kurangnya
Eomitmen dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), yang
Eg—zdua adalah masih banyak pegawai di masing- masing organisasi
<

§grangkat daerah (OPD) yang awam terhadap sistem pemerintahan

A
bt(_arbasis elektronik (SPBE), yang ketiga adalah kurangnya tenaga kerja di

nery w
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masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang memahami

©

tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang keempat

QO
-

lfyrangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem Pemerintahan berbasis
©
elektronik (SPBE), dan yang kelima adalah masih belum memiliki
3

kebijakan internal.
=

(=
Saran

Z

gerdasarkan keterangan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan :

(]
o

Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Pemerintah Kota
Py

Eékanbaru dapat memberikan sosialisasi dan pengetahuan serta
pemahaman kepada masyarakat agar mengerti dan mudah dipahami dalam
menggunakan layanan publik sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan lagi kinerja dalam
pelaksanaan SPBE ini, agar tidak terjadi hambatan dan kendala dalam
meningkatkan pelayanan berbasis elektronik. Agar pengguna SPBE ini

w»
gapat lebih mudah dan memahami dalam menggunakan layanan berbasis

L)

é‘ektronik.
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ERUNDANG-UNDANGAN:

eputu%n menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
Republik Indonesia nomor 1503 tahun 2021
(2}

JaquunsRE)IN

o

c . . . .
eraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.

Peraturéi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Laporarf hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
formasi Birokrasi Republik Indonesia sistem pemerintahan berbasis
ektronik Pemerintah Kota Pekanbaru.
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Suairo,j;“Pemerintahan Yang Bersih: Antara Asa dan Realita”,VVol.3 No0.3
§ g (September, 2017)

WEBSHE:
Websiteshttps://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tidak-sekadar-aplikasi-spbe-
gb@h I d/site/b Kini/tidak-sekad lik b
§ 2 upaya-modernisasi-pemerintahan, Diakses pada tanggal 27 juli 2022 pukul

gé 23.00 WIB

SHe E

Q
gositezhttps://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tidak-sekadar-aplikasi-spbe-

g)paya-modernisasi-pemerintahan, Diakses pada tanggal 28 juli 2022 pukul
0.50 WiB
QO

ebsite? https:/pesisirbaratkab.go.id/spbe/tentang, Diakses pada tanggal 18
gktober 2022 pukul 14.00 WIB
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LAMPIRAN

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fadillah
NIM : 11820712509
Jurusan : llmu Hukum
Telah dimunaqasyah pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munagasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M. Ag.

Sekretaris

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji I

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji I
Hj. Nur’aini Sahu, S.H., M.H.

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Citppei

Azmiati, S. Ag., M.SI
NIP. 197212102000032003
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 2

Djai‘ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
5 % o= FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
-hﬁi D ass ) g_fg." . J‘:u." -
nf Jgiig acd gl
"\ /lu FACULTY OF SHARI’AH AND LAW
JI. HR. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052

| UIN SUSKA RIAU Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id
Nomor  : Un.04/F.I/PP.00.9/10515/2022 Pekanbaru.24 Oktober 2022
Sifat : Biasa

( Lamp. . :1(Satu)Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakanh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD FADILLAH

NIM : 11820712509

Jurusan : llmu Hukum S1

Semester : IX (Sembilan)

Lokasi : Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
‘Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru.
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Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud. ’

d Demikian disampaikan, terima kasih.

i
A
P

i —\“ ,ﬂ%i '
\%, %, o akains NIBIH741006 200501 1 005
% *Sman 0 5
Tembusan : \\‘?V\SYARlF 2
Rektor UIN Suska Riau
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PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 071/BKBP-SKP/2299/2022

a. Dasar © 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik. .

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan
Surat Keterangan Penelitian.

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/51200 tanggal
25 Oktober 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan
pengumpulan data untuk bahan Skripsi,

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama :  MUHAMMAD FADILLAH

2. NM . 11820712509

3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

4. Jurusan : ILMU HUKUM

5. Jenjang ;S

6. Alamat ¢ JL. DAHLIA NO. 75 KEL. KEDUNGSAR! KEC. SUKAJADI-PEKANBARU

7. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PERATURAN PRESIDENNOMOR 95 TAHUN 2018
TETNANG SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA
PEKANBARU

8. Lokasi Penelitian . DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PEKANBARU y

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak
ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat
Keterangan Penelitian ini diterbitkan.

3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan fhoto copy
Kartu Tanda Pengenal.

4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbatti;~26 Oktober 2022

_.K!_Vspé!a’Ba: fan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekgh

Pembina tfama Muda
NIP. 49750715 199311 1 001
Tembusan .

Yth: 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.
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PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOMUNIKAST INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Komp. Perkantoran Walikota Pekanbaru Lt. I11
Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU - 28285

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.KS.23.00/KOMINF0/26/2022

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Pekanbaru. Nomor : 071/BKBP-SKP/2299/2022 tanggal 26 Oktober 2022.
Perihal Izin Pengambilan Data Penelitian Tugas Akhir/ Skripsi dalam rangka
penyelesaian Tugas Akhir.

Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan ini
menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FADILLAH
NIM : 11820712509

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM

Jenjang :S1

Universitas - UNIVERSITAS UIN SUSKA RIAU

Mahasiswa tersebut di atas benar telah melakukan penelitian pada
Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dengan judul
“EFEKTIVITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA
PEKANBARU”._

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

FIRMANSYAH EKA PUTRA
NIP. 197201312006051001
Tembusan :
1. Yang Bersangkutan
2. Arsip
Dokumen ini telah gani secara el yang itkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan || Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/51200
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat

Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas SyariahdanlimuHukum UIN Suska Riau, Nomor
Un.04/F.1IPP.00.9/10515/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : MUHAMMAD FADILLAH

2. NIM/KTP : 11820712509

3. Program Studi : ILMU HUKUM

4. Jenjang 8

5. Alamat : PEKANBARU

6. Judul Penelitian . EFEKTIVITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 5§ TAHUN 20 1 8 TENTANG S |
S TEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU

7. Lokasi Penelitian . DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA
PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai

tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :  Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
1 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan {SIMPEL)

DPM | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru

Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan
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Muhammad Fadillah, dilahirkan di Pekanbaru, 03
November 2000 dari pasangan Ayahanda Thamrin Pohan
dan Ibunda Rahimah Lubis, yang merupakan anak ke 3 dari
4 bersaudara. Pada tahun 2006 Penulis memulai pendidikan

di SDN 36 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan selesai tahun

2012.

Ies nee

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di
Q

MPN 4Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus
)

MPN % Kota Pekanbaru di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di

MKN 2 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan lulus pada tahun 2018. Kemudian

ul sym} /Uy ynin

itahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri

epusueedu

ultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan llmu
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ukum.

Pada tanggal 10 Januari 2023 penulis mengikuti ujian Munagasyah

QU uep uexEEnu

engan @udul skripsi  Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
V)

exirgoAu

entang® Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru. Dan

»
-

Epenjadg hari yang membahagiakan bagi penulis karena pada hari itu penulis

-

ainyataléén lulus oleh Tim Penguji dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada FaEuItas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
()
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